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MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah berkerja keras untuk (urusan yang

lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya engkau berharap.”

(QS. Al-Insyirah,6-8)

“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”

(Thomas Alfa Edison)
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perekonomian di Indonesia pada zaman ini semakin berkembang dan

memiliki prospek yang sangat bagus bagi negara Indonesia. Pembangunan ekonomi

bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih

sejahtera. Tujuan ini dapat diwujudkan melalui pembangunan dari segala bidang

secara bertahap, berencana, terarah, berkesinambungan, dan berkelanjutan.

Sektor usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), dan koperasi merupakan

salah satu sektor yang menopang perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki

fungsi dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi

Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ningsih (dalam Citra,

2013) mengatakan bahwa fungsi utama UMKM dalam menggerakkan pekonomian

Indonesia. Pertama, sebagai penyedia lapangan kerja bagi jutaan orang yang tidak

tertampung di sektor formal. Kedua, ikut berkontribusi terhadap pembentukan

Produk Domestik Bruto (PDB). Ketiga, sebagai penghasil devisa negara melalui

ekspor berbagai jenis produk yang dihasilkan oleh sektor ini.

Menurut Deputi Bidang  Produksi Kementrian Koperasi dan UKM, Braman

Setyo menyebutkan bahwa dari total 33 provinsi di Indonesia, Jawa Timur masih

merupakan satu-satunya provinsi yang sektor perkoperasian dan UMKM-nya

memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian daerah. Jawa Timur

punya banyak petarung ekonomi dan UMKM yang hebat. Hal Ini menjadi modal

utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur.  Hal ini juga yang

menjadi dasar pertimbangan untuk perluasan dan penguatan. Perluasan struktur

industri di Jawa Timur akan dikuatkan melalui UMKM  dan koperasi (Bappeda

Jawa Timur, 2013).

Keterbatasan modal dapat berakibat buruk pada eksistensi usaha. Tanpa

adanya modal suatu usaha akan cenderung stagnan (tidak berkembang). Oleh

karena itu, kebutuhan modal harus dipenuhi oleh setiap jenis usaha agar suatu usaha

dapat terus berjalan dengan lancar dan mudah serta  terus berkembang di masa yang

akan datang. Terkait permodalan yang sangat diperlukan untuk mengembangkan

usaha, dan mengingat bahwa terdapat keterbatasan akses terhadap perbankan,

modal usaha bisa diperoleh dari pemerintah daerah dalam bentuk dana bergulir.
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Dana bergulir di Kabupaten Lumajang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lumajang dengan Dasar Keputusan Bupati

Lumajang, Nomor: 188.45/217/427.12/2011, Tanggal 09 Mei 2011, Tentang Tata

Cara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab Pengelolaan Dana

Bergulir di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang sebagai salah satu satun

kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggungjawab atas Dana Bergulir di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam penyaluran Dana Bergulir

mempunyai kewajiban, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi permodalan Dana Bergulir yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang;

2. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis penyaluran Dana

Bergulir sesuai dengan bidang tugas dan sasaran peruntukannya;

3. Menerima permohonan dan menyeleksi kelengkapan administrasi kelayakan

usaha dari Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (KUMKM) dan

lembaga lainnya;

4. Melakukan survey kelayakan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah melalui Tim Teknis dengan Keputusan Bupati;

5. Menerbitkan Keputusan Persetujuan Pemberian Kredit dan Surat

Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) kepada Penerima Dana Bergulir atas

dasar hasil pelaksanaan survey kelayakan usaha Koperasi dan UMKM atau

lembaga lainnya;

6. Melakukan Perjanjian Kredit dengan penerima Dana Bergulir; dan

7. Melaksanakan sendiri dalam pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan.

Dana Bergulir di Kabupaten Lumajang dapat diperoleh melalui Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang yang diperuntukan bagi : Koperasi atau

Pra Koperasi, (UMKM), dan Kelompok Usaha dengan cara mengajukan

permohonan tertulis atau Proposal pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten

dengan mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat Setempat Kepada Bupati

Lumajang serta memenuhi persyaratan lainnya. Bunga pada Dana Bergulir APBD

Kabupaten sebesar 0%. Dengan Dana Bergulir sangat membantu bagi para pelaku

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu dilakukan Praktek

Kerja Nyata (PKN) yang berkaitan dengan prosedur dan implementsi Program

Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang. Dengan

demikian hasil Praktek Kerja Nyata ini diberi judul “PROSEDUR PROGRAM

DANA BERULIR PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KABUPATEN

LUMAJANG”.

1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana Prosedur Program Dana

Bergulir pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang.

b. Untuk mengetahui dan membantu pelaksanaan Program Dana Bergulir pada

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang.

1.2.2  Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut :

a. Guna memenuhi dan melengkapi syarat-syarat dan tugas dalam penulisan

laporan Praktek Kerja Nyata.

b. Dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman kerja secara

langsung yang berhubungan dengan Prosedur Program Dana Bergulir pada

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang.

c. Sebagai sarana latihan kerja sekaligus penerapan ilmu pengetahuan yang

telah diterima di bangku kuliah khususnya yang berkaitan dengan

manajemen.

1.3 Objek dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Objek Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan pada Dinas Koperasi dan UKM

Kabupaten Lumajang Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang telp.

0334881606

1.3.2 Jangka Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata ini tanggal 1 februari 2016 sampai 1 Maret 2016.

Waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan jam kerja di Kantor Dinas

Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang tabel 1.1 sebagai berikut ini :
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Tabel   1.1 Waktu Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang

Keterangan Waktu

Senin s/d Kamis Pukul 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat (Senin – Kamis ) Pukul 12.00 – 13.00 WIB

Jumat Pukul 07.00 – 11.00 WIB

Sabtu Libur

Sumber : Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang

1.4 Bidang Ilmu

Bidang ilmu yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pembuatan

laporan Praktek Kerja Nyata ini adalah :

1. Pengantar manajemen

2. Manajemen keuangan

3. Akuntansi

1.5 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Jadwal waktu (time schedule) pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dapat dilihat

Tabel 1.2, berikut ini.

Tabel   1.2 Time Schedule Praktek Kerja Nyata

No Kegiatan Praktek Kerja Nyata
Minggu ke-

1 2 3 4

1

Pengajuan Surat Permohonan PKN
kepada Instansi yang terkait, mengurus
surat ijin PKN dan membuat Prosedur
PKN

x - - -

2
Perkenalan dengan Pimpinan dan
Karyawan Dinas Koperasi dan UKM
Kabupaten Lumajang

x - - -

3
Pengarahan dan penjelasan tentang
gambaran umun dari Dinas Koperasi
dan UKM Kabupaten Lumajang

x x - -

4
Pelaksanaan PKN serta mengumpulkan
data-data dan data informasi untuk
digunakan dalam Laporan PKN

x x x x

5
Konsultasi dengan dosen pembimbing
secara periodik

x x x x

6 Penyusunan Laporan PKN - x x x
7 Penggandaan Laporan PKN - - - x
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah suatu rangkaian perkerjaan tulis-menulis yang biasanya

menyangkut beberapa petugas dalam satu atau beberapa bagian yang ditetapkan

untuk menjalankan suatu transaksi perusahaan yang secara berulang-ulang terjadi

secara seragam. (Ramlie R Mertawidjaja. (1979 : 10) Drs. Akuntansi. Sistem dan

Prosedur. Bandung: Tarsito)

Prosedur merupakan rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan

berulang ulang dengan cara yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu

organisasi agar segala sesuatu  dapat dilakukan secara seragam, yang pada akhirnya

prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas

apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Untuk lebih

jelasnya mengenai pengertian prosedur menurut beberapa para ahli:

Menurut Azhar Susanto (2008:264) menjelaskan bahwa : “Prosedur adalah

rangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara

yang sama. Prosedur penting dimiliki bagi suatu organisasi agar segala sesuatu

dapat dilakukan secara seragam”.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli mengenai prosedur, maka penulis

mengambil kesimpulan bahwa prosedur adalah suatu urutan langkah-langkah

pemrosesan data atau urutan kegiatan yang melibatkan beberapa orang dalam satu

departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam

terhadap suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.1 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur menurut Mulyadi

(2001:8) , diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Prosedur menunjang tercapainya tujuan organisasi;

b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan

menggunakan biaya yang seminimal mungkin;

c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana;

d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung

jawab.

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


6

2.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat, menurut Mulyadi (2001: 15)

sebagai berikut :

a. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan  dimasa

yang akan datang;

b. Mengubah pekerjaan yang berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas,

sehingga menyerderhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya

mengerjakan yang seperlunya saja;

c. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi

oleh seluruh pelaksana;

d. Membantu dalam usaha meningkatkan produktifitas kerja yang efektif dan

efisien;

e. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam  pengawasan,

bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan

sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

2.2 Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu

kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam

setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai;

2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan;

3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui;

4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan;

5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan

lebih mudah untuk diopersionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program

yang diuraikan.

pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan,

beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk

mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau

sebagai pelaku program;
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2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang

biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran;

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat

diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model

teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi

dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang

serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi

solusi terbaik.

2.3 Dana Bergulir

2.3.1 Pengertian Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna

Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun

karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Dana

bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar

APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

dana  bergulir  yang  berasal  dari  luar  APBN,  diakui  sebagai  kekayaan

negara/daerah  jika  dana  itu  diberikan  dan/atau  diterima  atas  nama

pemerintah/pemerintah daerah;

b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan

keuangan. Sesuai   dengan   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004

tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran

negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi

anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD.

Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan

dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD

Perubahan);

c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna
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Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai

dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai

hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara

dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam

melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam

rangka pemberdayaan dana bergulir;

d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih

kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana

disalurkan  kembali  kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian

seterusnya (bergulir);

e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh

pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk

dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

2.3.2 Mekanisme Penyaluran Dana Bergulir

Penyaluran   Dana   Bergulir   dilakukan   oleh   satuan   kerja   pemerintah

pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum

dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA);

b. Satuan  kerja  mengajukan  pencairan  dana  kepada  Bendahara  Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD);

c. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),

lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-

lain. Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency

atau chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan

kerja  pemerintah  dengan  lembaga  dimaksud.  Jika  berfungsi  sebagai

executing agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi

dan menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih

kembali dana bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan

dana bergulir. Jika berfungsi sebagai chanelling agency, lembaga tersebut

hanya menyalurkan  dana  bergulir  kepada  penerima  dana  bergulir  dan

tidak mempunyai tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir;
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d. Dana   yang   disalurkan   tersebut   merupakan   pinjaman   yang   harus

dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui

lembaga  lain  atau  langsung  kepada  satuan  kerja  pemerintah  yang

bersangkutan;

e. Satuan  kerja  melakukan  pengelolaan  dana  melakukan  pengendalian

penagihan  dana  dari  masyarakat,  menyalurkan  kembali  dana  tersebut

kepada masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana

tersebut.

2.3.3 Peraturan Mentri Keuangan Tentang Perubahan atas Peraturan MentriI

Keuangan Nomor 99/PMK05/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir

pada Kementrian Negara/Lembaga.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

99/PMK05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian

Negara/Lembaga diubah sebagai berikut:

a. Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layman Umum untuk kegiatan

perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan

usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/

Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga adalah kementerian

negara/Lembaga. pemerintah yang dipimpin oleh menteri/ pimpinan

lembaga yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban oleh

BLU. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau

badan hukum koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasar atas asas kekeluargaan;

b. Usaha Mikro adalah usaha. produktif milik orang perorangan dan/ atau

badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,

Kecil dan Menengah;

c. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun. tidak langsung dari usaha
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menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

d. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang

dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan

usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil

penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah;

e. Usaha Lainnya adalah usaha yang tidak termasuk dalam koperasi, usaha

mikro, kecil, dan menengah, dikategorikan sebagai penerima Dana Bergulir

karena kegiatan/bidang usaha tersebut tidak diminati untuk didanai oleh

perbankan;

f. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU, adalah instansi di

lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan

kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;

g. Satuan Kerja, yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu

organisasi pada Kementerian Negara/Lembaga yang melaksanakan satu

atau beberapa kegiatan dari satu program;

h. Rencana Bisnis dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah

dokumen pereneanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi

program, kegiatan target kinerja, dan anggaran suatu BLU;

i. Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) adalah jumlah

kas yang dikuasai dan/ atau dimiliki Satker pengelola Dana Bergulir

ditambah jumlah yang diharapkan dapat ditagih;

j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat

APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang

disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang masa berlakunya mulai

tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan;
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k. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA

adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menter/Pimpinan

Lembaga· selaku Pengguna Anggaran dan· disahkan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;

l. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum negara;

m. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disebut Rekening KUN

adalah rekening tempat menyimpan uang negara yang ditentukan oleh

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung

seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada

Bank Sentral;

n. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang

berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada

Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan;

o. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang memperoleh kewenangan dan tanggungjawab dari PA untuk

menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.

Dana Bergulir bertujuan untuk membantu perkuatan modal usaha guna

pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha Iainnya dalam

upaya penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan pengembangan ekonomi

nasional.

Suatu dana dikategorikan sebagai Dana Bergulir jika memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

a. merupakan bagian dari keuangan negara;

b. dicantumkan dalam APBNdan/ atau Iaporan keuangan;

c. dimiliki, dikuasai, dikendalikan dan/ atau dikelola oleh PA/KPA;

d. disalurkan/ dipinjamkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat, ditagih

kembali dengan atau tanpa nilai tambah, dan digulirkan kembali kepada

masyarakatjkelompok masyarakat (revolving fund);

e. ditujukan untuk perkuatan modal koperasi, usaha mikro, kecil, menengah

dan usaha lainnya;dan

f. dapat ditarik kembali pada suatu saat.
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BAB 3. GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS KOPERASI DAN

UKM KABUPATEN LUMAJNG

3.1 Latar Belakang Sejarah Dinas Koperasi, dan UKM

Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang, ditetapkan atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4438);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang.

3.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Lumajang

3.2.1 Susunan Struktur Organisasi

Organisasi didefinisikan sebagai suatu struktur pembagian kerja dan dan

tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisis yang berkerjasama

secara teratur untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam arti

struktur aadalah gambaran secara sistematis tentang hubungan kerjasama  orang-

orang yang terdapat dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Suatu organisasi

harus efisien dan sehat, yaitu dikatakan efisien apabila tata organisasi dari

organisasi tersebut mempunyai utata organisasi yang logis dan bebas dari sumber-
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sumbernya, sedangkan dikatakan bebas apabila organisasi tersebut mempunyai

bentu teratur dalam tugas maupun wewenangnya.

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antar tiap

bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan

operasionaluntuk mencapai tujuan. Struktur aroganisasi menggambarkan dengan

jelas pemisahan kegiatan perkerjaan antara yang satu dengan lain dan bagaimana

hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yayng baik harus

menjelaskan hubungan weweng siapa dan melapor kepada siapa.

Terdapat elemen dalam struktur organisasi, yaitu :

a. Adanya spesialisasi kegiatan kerja;

b. Adanya standarisasi kegiatan kerja;

c. Adanya koordinasi kegiatan kerja; dan

d. Besaran seluruh organisasi.

Agar tujuan perusahaan /instansi perusahaan dapat dicapai dengan rencana

yang sudah ditetapkan, maka sangat diperlukan adanya pengorganisasian dari

berbagai kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kesimpang siuran dalam

pelaksanaan tugasnya dan tanggung jawab dari setiap anggota. Berikut ini dapat

ditunjukan struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang

sebagaimana terlihat pada Gambar 3.1 berikut ini.
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Suatu organisasi dapat benar-benar mencapai tujuan secara penuh, tata cara

organisasi itu harus memenuhi 2 syarat, yaitu efisien dan sehat. Tata cara organisasi

yang efisien  berarti organisasi itu memiliki susunan yang logis dan bebas dari

sumber-sumbernya. Adapun struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Koperasi

Dan UKM Kabupaten Lumajng adalah struktur organisasi garis. Struktur ini

disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing-masing bagian,

yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan gambar 3.1 Struktur Peta Jabatan Dinas Koperasi Dan UKM
Kabupaten Lumajang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat;

c. Bidang Kelembagaan Koperasi;

d. Bidang Usaha Koperasi;

e. Bidang fasilitasi Pembiayaan Siimpan Pinjam;

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Lumajang

Tugas dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Lumajang, adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas, mempunyai tugas :

a. Membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah.

b. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.

c. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan staf

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah.

2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai

fungsi, sebagai berikut :

a. Pemimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.
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b. Penetapan rencana kerja dan program/kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil

dan Menengah.

c. Pengkoordinasian rencana kerja dan program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

d. Penyelenggaraan pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian

pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

e. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pengkoordinasian seluruh kebijakan kegitan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

g. Pengarahan pelaksanaan kegitan teknis di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah.

h. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, meliputi administrasi, keuangan,

kepegawaian, perlengkapan, humas, dan surat menyu rat serta informasi di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

i. Penganalisaan seluruh laporan pelaksanaan program dan hasil pembangunan di

bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang dicapai serta laporan

tahunan sebagai bahan pertimbangan.

j. Penetapan keputusan dan penerbitan pengesahan Akta Anggaran Dasar

Koperasi.

k. Pelaporan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

l. Pemberian saran pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Bupati.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan Bupati.

b. Sekretriat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

perlengkapan, kepegawai, program perencanaan, keuangan dan memberikan

pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pedoman dan kebijakan

yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
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Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas, Sekretariat mempunyai

fungsi :

a. Perumusan kegiatan operasional dan program-program kerja Sekretariat yang

akan ditetapkan sebagai pedoman kerja.

b. Pelaksanaan surat menyurat dan kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan.

c. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan

keamanan dan kebersihan kantor.

d. Pelaksanaan proses kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan

kesejahteraan pegawai dan karier pegawai.

e. Penyiapan dan mengolah data dalam penyusunan program dan perencanaan.

f. Penyusunan rencana anggaran, pengolahan keuangan, serta

pertanggungjawaban pelaksanaannya.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2) sekretaris, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Sekretariat.

3) Sekretaris, membawahi :

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Kepegawaian

c. Sub Bagian Keuangan

(a) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan umum dan memberikan layanan internal.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Bagian Umum mempunyai

fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Umum sebagai

pedoman kerja.

b. Penyusunan dan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, surat menyurat,

kearsipan dan keprotokolan.
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c. Pelaksanaan urusan rumah tangga, kearsipan dan persiapan penyelenggaraan

rapat dinas.

d. Pelaksanaan kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

e. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Umum

f. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang diambil di bidang tugasnya kepada Skretaris.

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang

dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Sekretaris.

2) Kepala Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Umum.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Sub Bagian Umum.

(b) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan kepegawaian, perencanaan program dan pelaporan

kepada Kepala Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub Bagian Kepegawaian

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian

sebagai pedoman kerja.

b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pegawai di lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

c. Penyelenggaraan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi pengembangan

peningkatan karier pegawai, kesejahteraan pegawai dan pemberhentian

pegawai di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

d. Menyempurnakan formasi dan perencanaan pegawai di lingkungan Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

e. Peningkatan SDM di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub bagian Kepegawaian.
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g. Pemberian saran dan tindakan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

h. Pelaksanaan tugas–tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.

1) Sub Bagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2) Kepala Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Kepegawaian.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Sub bagian Kepegawaian.

(c) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam

melaksanakan urusan keuangan dan melaksanakan penatausahaan administrasi

keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub bagian Keuangan

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja Sub Bagian Keuangan sebagai

pedoman kerja.

b. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dan pembuatan anggaran

pendapatan/belanja.

c. Penelitian dan pengoreksian kebenaran dokumen/bukti peneri maan,

penyampaian dan pengeluaran uang.

d. Pembuatan laporan pelaksanaan tugas penyelenggaraan administrasi keuangan

sebagai bahan laporan pertanggungjawaban

e. Pemeliharaan dan pengamanan dokumen pengelolaan keuangan.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Sub Bagian Keuangan.

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Sekretaris.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Sekretaris.
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1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian Keuangan

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris.

2) Kepala Su Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Sub Bagian Keuangan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Kelembagaan Koperasi

Bidang Kelembagaan koperasi mempunyai tugas melaksanakan

pengembangan organisasi, tata laksana, penyuluhan, hukum dan advokasi serta

melaksanakan bimbingan kelembagaan, pengendalian dan pengawasan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Kelembagaan Koperasi,

mempunyai fungsi :

a. Menyusun program kerja Bidang Kelembagaan Koperasi.

b. Penghimpunan dan mensosialiasasikan peraturan perundang-undangan di

bidang Kelembagaan Koperasi.

c. Pemrosesan pengajuan permohonan Akata Pendirian Koperasi, Penggabungan

dan Pembubaran Koperasi serta Pengesahannya.

d. Penyusunan pedoman teknis tentang Kelembagaan Koperasi, pembentukan,

penggabungan dan pembubaran Koperasi.

e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan manajemen Koperasi

untuk terwujudnya Koperasi berkualitas.

f. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, latihan dan pendidikan perkoperasian dalam

rangka meningkatkan sumber daya manusia Koperasi.

g. Pelaksanaan klasifikasi/pemeringkatan Koperasi.

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Koperasi.

i. Pelaksanaan pembinaan hukum dan advokasi.

j. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kelembagaan Koperasi.

k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan kelemba gaan Koperasi.

l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program bidang kelemba gaan Koperasi.
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m. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

1) Bidang Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Kelembagaan Koperasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Kelemba gaan

Koperasi.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Bidang Kelembagaan Koperasi.

3) Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahi :

a. Seksi Organisasi dan Tata laksana

b. Seksi Hukum dan Advokasi

c. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

(a) Seksi Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas merencanakan dan

melaksanakan tugas Seksi Organisasi dan Tata Laksana koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Organisasi dan Tata

Laksana, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja seksi organisasi dan tata laksana Koperasi.

b. Pelaksanaan penyuluhan dan penerangan perkoperasian.

c. Pemrosesan pengajuan permohonan akta pendirian Koperasi, Penggabungan

dan Pembubaran Koperasi serta Pengesahannya.

d. Penyusunan pedoman teknis tentang Kelembagaan Koperasi, pembentukan,

penggabungan dan pembubaran Koperasi.

e. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kelembagaan dan manajemen Koperasi.

f. Pelaksanaan kegiatan latihan dan pendidikan, kursus-kursus, study

banding/magang dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia Koperasi.

g. Pelaksanaan klasifikasi koperasi.

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan bidang kelembagaan Koperasi.
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i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan seksi organisasi dan tata

laksana Koperasi.

j. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi organisasi dan tata

laksana Koperasi.

k. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

l. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Kelembagaan Koperasi.

2) Kepala Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Organisasi dan Tata

Laksana Koperasi.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Organisasi dan Tata Laksana Koperasi.

(b) Seksi Hukum dan Advokasi mempunyai tugas membantu Bidang Kelembagaan

Koperasi melaksanakan pembinaan Koperasi di bidang Hukum dan Advokasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Hukum dan Advokasi,

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja seksi Hukum dan Advokasi.

b. Penghimpunan dan memsosialisasikan peraturan perundang-undangan di

bidang Koperasi.

c. Pelaksanaan pembinaan tentang kedudukan hukum dan penyelesaian

permasalahan hukum.

d. Penyusunan standarisasi dan pedoman tentang kerjasama antar Koperasi,

Koperasi dengan Badan Usaha lain amalgamasi antar Koperasi serta meger

Koperasi.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan bidang Hukum dan Advokasi.
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f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja seksi Hukum dan

Advokasi Koperasi.

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Hukum dan Advokasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Hukum dan

Advokasi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelemba gaan Koperasi.

2) Kepala Seksi Hukum dan Advokasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Advokasi.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Hukum dan Advokasi.

(c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Bidang

Kelembagaan Koperasi merencanakan dan melaksanakan kegiatan

pengendalian dan pengawasan Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pengendalian dan

Pengawasan, mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan dan

pengembangan Kelembagaan Koperasi.

b. Pelaksanaan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan dan

perkembangan Koperasi.

c. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perturan perundang-

undangan Koperasi.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengendalian dan pengawasan Koperasi.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengen dalian dan

pengawasan Koperasi.

f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi pengendalian dan

pengawasan Koperasi.

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.
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h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengendalian dan Pengawasan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.

2) Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian dan

Pengawasan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pengendalian dan Pengawasan.

d. Bidang Usaha Koperasi

Bidang Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam

rangka pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Usaha Koperasi,

mempunyai fungsi :

a. Penyusun program kerja Bidang Usaha Koperasi.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha Koperasi.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha, Keuangan

Koperasi.

d. Pemfasilitasian kemitraan usaha, pengembangan permodalan usaha Koperasi.

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Koperasi.

f. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan usaha Koperasi.

g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi.

h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang usaha Koperasi.

i. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

1) Bidang Usaha Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Usaha Koperasi

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Dinas.
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2) Kepala Bidang Usaha Koperasi, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Usaha Koperasi.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Bidang Usaha Koperasi.

3) Kepala Bidang Usaha Koperasi, membawahi :

a. Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

b. Seksi Perikanan dan Peternakan.

c. Seksi Perdagangan, Industri dan Pertambangan.

(a) Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas membantu

Bidang Usaha Koperasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha

koperasi di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program pembinaan usaha koperasi di sektor Pertanian TP,

Perkebunan dan Kehutanan.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak

di bidang Pertanian TP, Perkebunan dan Kehutanan.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan

keuangan di sektor Pertanian TP, Perkebunan dan Kehutanan.

d. Pemfasilitasian kemitraan usaha dan pengembangan permodalan dan usaha

koperasi di sektor Pertanian TP, Perkebunan dan Kehutanan.

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Koperasi di sektor

Pertanian TP, Perkebunan dan Kehutanan.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi di

sektor Pertanian TP, Perkebunan dan Kehutanan.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pertanian TP,

Perkebunan dan Kehutanan.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.
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1) Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha

Koperasi.

2) Kepala Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pertanian, Perkebunan

dan Kehutanan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

(b) Seksi Perikanan dan Peternakan mempunyai tugas membantu Bidang Usaha

Koperasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha koperasi di sektor

Perikanan dan Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Perikanan dan Peternakan,

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program pembinaan usaha koperasi di sektor Perikanan dan

Peternakan.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak

di bidang Perikanan dan Peternakan.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan

keuangan di sektor Perikanan dan Peternakan.

d. Pemfasilitasian kemitraan usaha dan pengembangan permodalan dan usaha

koperasi di sektor Perikanan dan Peternakan.

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Koperasi di sektor

Perikanan dan Peternakan.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi di

sektor Perikanan dan Peternakan.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perikanan dan

Peternakan.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.
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1) Seksi Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Perikanan dan

Peternakan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Koperasi.

2) Kepala Seksi Perikanan dan Peternakan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Perikanan dan

Peternakan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Perikanan dan Peternakan.

(c) Seksi Perdagangan, industri dan Pertambangan mempunyai tugas membantu

Bidang Usaha Koperasi melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha

koperasi di sektor Perdagangan, industri dan Pertambangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Perdagangan, industri dan

Pertambangan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program pembinaan usaha koperasi di sektor Perdagangan, industri

dan Pertambangan.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan usaha koperasi yang bergerak

di bidang Perdagangan, industri dan Pertambangan.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan

keuangan di sektor Perdagangan, industri dan Pertambangan.

d. Pemfasilitasian kemitraan usaha dan pengembangan permodalan dan usaha

koperasi di sektor Perdagangan, industri dan Pertambangan.

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap usaha Koperasi di sektor

Perdagangan, industri dan Pertambangan.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Koperasi di

sektor Perdagangan, industri dan Pertambangan.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perdagangan, industri

dan Pertambangan.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.
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1) Seksi Perdagangan, industri dan Pertambangan dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Perdagangan, industri dan Pertambangan yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha

Koperasi.

2) Kepala Seksi Perdagangan, industri dan Pertambangan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Perdagangan, industri

dan Pertambangan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Perdagangan, industri dan Pertambangan.

e. Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam

Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam mempunyai tugas membantu

kepala Dinas melakukan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan

Koperasi di bidang Simpan Pinjam serta Fasilitasi Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Simpan Pinjam, mempunyai fungsi :

a. Penyusun program kerja Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan Fasilitasi Pembiayaan Simpan

Pinjam Koperasi.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha Simpan

Pinjam Koperasi.

d. Pemfasilitasian kemitraan usaha, pengembangan permodalan usaha Simpan

Pinjam Koperasi.

e. Pemfasilitasian Penjaminan Koperasi.

f. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan usaha Simpan

Pinjam Koperasi.

g. Pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan usaha Simpan Pinjam Koperasi.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Fasilitasi dan usaha

Simpan Pinjam Koperasi.

i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja bidang Fasilitasi

Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi.
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j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala

Dinas.

2) Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam Koperasi, mempunyai

tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Simpan Pinjam Koperasi.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam.

3) Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam, membawahi:

a. Seksi Usaha Simpan Pinjam.

b. Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan.

c. Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.

(a) Seksi Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas membantu Bidang Fasilitasi

Pembiayaan Simpan Pinjam melaksanakan pembinaan dan pengembangan

usaha simpan pinjam koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Usaha Simpan Pinjam,

mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program pembinaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

b. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan Usaha Simpan Pinjam

Koperasi.

c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan bimbingan administrasi usaha dan

keuangan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

d. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengembangan usaha Simpan Pinjam Koperasi.

e. Pelaksanaan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi.
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f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha Simpan Pinjam

Koperasi.

g. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Usaha Simpan

Pinjam Koperasi.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Usaha Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Usaha Simpan

Pinjam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan Simpan

Pinjam.

2) Kepala Seksi Usaha Simpan Pinjam, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Usaha Simpan Pinjam.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Usaha Simpan Pinjam.

(b) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan mempunyai tugas membantu Bidang

Fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam melaksanakan pembinaan dan

pemfasilitasian pembiayaan jasa keuangan kepada usaha simpan pinjam

koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pembiayaan Jasa

Keuangan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan Koperasi.

b. Penyiapan bahan pembinaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan.

c. Penyiapan petunjuk jaringan usaha dan kemitraan antara lembaga keuangan

Bank/Non bank dengan lembaga Usaha Simpan Pinjam.

d. Pelaksanaan pembinaan dan upaya fasilitasi permodalan usaha Simpan Pinjam

Koperasi.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait dalam upaya

perkuatan permodalan Koperasi.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan jasa

keuangan.
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g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pembiayaan Jasa

Keuangan.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pembiayaan Jasa Keuangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Simpan Pinjam.

2) Kepala Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pembiayaan Jasa

Keuangan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pembiayaan Jasa Keuangan.

(c) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam mempunyai tugas membantu Bidang

fasilitasi Pembiayaan Simpan Pinjam melaksanakan pengendalian usaha

simpan pinjam koperasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pengendalian Simpan

Pinjam, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.

b. Penyiapan bahan dan menyusun pedoman dalam rangka pengendalian usaha

simpan pinjam koperasi.

c. Pelaksanaan pemberian bimbingan pengendalian intern kegiatan usaha simpan

pinjam.

d. Pelaksanaan pemantauan, menganalisa dan mengevaluasi kegiatan usaha

Simpan Pinjam.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi dan lembaga terkait dalam upaya

pengendalian usaha simpan pinjam.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengendalian simpan

pinjam.
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g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengendalian Simpan

Pinjam.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pengendalian Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengendalian Simpan Pinjam yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan

Simpan Pinjam.

2) Kepala Seksi Pengendalian Simpan Pinjam, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengendalian Simpan

Pinjam.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pengendalian Simpan Pinjam.

f. Bidang Usaha Kecil dan Menengah

Bidang Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala

Dinas melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan usaha,

kelembagaan dan manajemen Usaha Keciil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Bidang Usaha Kecil dan

Menengah, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

b. Penyusunan kebijaksanaan teknis dalam pembinaan dan pengembangan Usaha

Kecil dan Menengah.

c. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis dalam usaha dan kerjasama

Usaha Kecil dan Menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN),

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan swasta.

d. Penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi

bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

e. Pengawasan terhadap pengembangan kerjasama dalam rangka pembinaan

usaha dan manajemen Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pelaksanaan pembinaan penumbuhan wirausaha baru.
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g. Koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya pengembangan

Usaha Kecil dan Menengah.

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan Usaha Kecil

dan Menengah.

i. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja bidang Usaha Kecil dan

Menengah.

j. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Dinas.

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Dinas.

1) Bidang Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang

Usaha Kecil dan Menengah yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

2) Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Bidang Usaha Kecil dan

Menengah.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

3) Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Kerjasama.

b. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

(a) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah mem punyai tugas

membantu Bidang Usaha Kecil dan Menengah melaksa nakan pembinaan dan

bimbingan dalam rangka pengembangan kerjasama Usaha Kecil dan

Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pengembangan Kerjasama

Usaha Kecil dan Menengah, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan

Menengah.

b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka Pengembangan

Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.
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c. Pelaksanaan bimbingan pengembangan kelembagaan Usaha Kecil dan

Menengah dan fasilitasi kerjasama antara Usaha Kecil dan Menengah, Swasta,

BUMN dan BUMD.

d. Koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya Pengembangan

Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan

Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan

Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

g. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah.

2) Kepala Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah,

mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan

Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pengembangan Kerjasama Usaha Kecil dan Menengah.

(b) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis mempunyai tugas membantu Bidang

Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam

rangka pengembangan Informasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pengembangan Informasi

Bisnis, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Informasi Bisnis Usaha Kecil

dan Menengah.
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b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengembangan Informasi Bisnis Usaha

Kecil dan Menengah.

c. Pelaksanaan pembinaan untuk pengembangan sistem informasi Usaha Kecil

dan Menengah.

d. Pelaksanaan pendistribusian informasi bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

e. Koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya Pengembangan

Informasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan

Pengembangan Informasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan Informasi

Bisnis Usaha Kecil dan Menengah.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengembangan Informasi Bisnis yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan

Menengah.

2) Kepala Seksi Pengembangan Informasi Bisnis, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan

Informasi Bisnis.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pengembangan Informasi Bisnis.

(c) Seksi Pengembangan Kewirausahaan mempunyai tugas membantu Bidang

Usaha Kecil dan Menengah melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam

rangka pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Seksi Pengembangan

Kewirausahaan, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil

dan Menengah.
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b. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis tentang Pengembangan Kewirausahaan.

c. Pelaksanaan pemasyarakatan dan pembudayaan Kewirausahaan.

d. Pelaksanaan upaya dalam rangka pengembangan wirausaha baru.

e. Koordinasi dengan Dinas dan lembaga terkait dalam upaya Pengembangan

Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah.

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pembinaan

Pengembangan Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah.

g. Pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pengembangan

Kewirausahaan Usaha Kecil dan Menengah.

h. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan tindakan-

tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bidang.

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh

Kepala Bidang.

1) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

Pengembangan Kewirausahaan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan

Menengah.

2) Kepala Seksi Pengembangan Kewirausahaan, mempunyai tugas :

a. Memimpin dan melaksanakan tugas dan fungsi Seksi Pengembangan

Kewirausahaan.

b. Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan aparat pelaksana dan

staf Seksi Pengembangan Kewirausahaan.

3.3 Kegiatan Pokok

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan instansi pelaksana

yang pada hakekatnya menyelenggarakan urusan Pemerintah Kabupaten, baik yang

bersifat wajib maupun pilihan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Kabupaten.

Adapun kegiatan pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Lumajang, yaitu melaksanakan urusan bidang koperasi dan usaha kecil

menengah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
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Adapun fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten

Lumajang, yaitu sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah ;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah ;

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

3.4 Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan

digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna

Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Adapun

karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

1. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah. Dana bergulir

dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD

misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana  bergulir  yang

berasal  dari  luar  APBN,  diakui  sebagai  kekayaan negara/daerah  jika  dana

itu  diberikan  dan/atau  diterima  atas  nama pemerintah/pemerintah daerah;

2. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai   dengan   Undang-Undang   Nomor   1   Tahun   2004 tentang

Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah

dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana

bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi

anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal

atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan);

3. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna

Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau

dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak
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kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan

maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan

pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka

pemberdayaan dana berguli;.

4. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih

kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana

disalurkan  kembali  kepada masyarakat/kelompok  masyarakat demikian

seterusnya (bergulir);

5. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir. Dana yang digulirkan oleh

pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk

dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.

Penyaluran   Dana   Bergulir   dilakukan   oleh   satuan kerja   pemerintah

pusat/pemerintah daerah dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Satuan kerja mendapat alokasi dana dari APBN/APBD yang tercantum dalam

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA/DPA);

2. Satuan  kerja  mengajukan  pencairan  dana  kepada  Bendahara  Umum

Negara/Bendahara Umum Daerah (BUN/BUD);

3. Penyaluran dana bisa dilakukan melalui lembaga keuangan bank (LKB),

lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lain-lain.

Lembaga-lembaga tersebut dapat berperan sebagai executing agency atau

chanelling agency sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh satuan kerja

pemerintah  dengan  lembaga  dimaksud.  Jika  berfungsi  sebagai executing

agency, lembaga tersebut mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan

menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana

bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.

Jika berfungsi sebagai chanelling agency, lembaga tersebut hanyamenyalurkan

dana  bergulir  kepada  penerima  dana  bergulir  dan  tidak mempunyai

tanggungjawab menetapkan penerima dana bergulir;

4. Dana   yang   disalurkan   tersebut   merupakan   pinjaman   yang   harus

dikembalikan oleh peminjam (masyarakat) kepada satuan kerja baik melalui

lembaga  lain  atau  langsung  kepada  satuan  kerja  pemerintah  yang

bersangkutan;

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39

5. Satuan  kerja  melakukan  pengelolaan  dana  melakukan  pengendalian

penagihan  dana  dari  masyarakat,  menyalurkan  kembali  dana  tersebut

kepada masyarakat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut.
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BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata yang telah

dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lumajang

dan tanya jawab dengan para pegawai di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Lumajang dan data-data yang terkumpul mengenai Prosedur

Program Dana Bergulir dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Prosedur Penyaluran Dana Bergulir APBD Kabupaten

a. Koperasi, Pra Koperasi, UMKM, dan kelompok usaha mengajukan

permohonan tertulis atau proposal pinjaman Dana Bergulir APBD

Kabupaten dengan Mengetahui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat

setempat kepada Bupati Lumajang;

b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lumajang

mengadakan kunjungan lapangan untuk melakukan verifikasi dan analisis

studi kelayakan atas proposal yang diajukan;

c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah Kabupaten Lumajang membuat

analisa usaha untuk merekomendasikan pengajuan yang layak atau tidak

layak;

d. Atas proposal yang layak, diterbitkan Surat pemberitahuan Persetujuan

Kredit kepada penerima fasilitas modal atau dana bergulir;

e. Daftar penerima Dana Bergulir dan besaran uang yang akan digulirkan

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang, dilanjutkan dengan

Pendatanganan Perjanjian Bersama antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Lumajang dengan Calon Penerima.     ( Calon

Penerima membawa Stampel dan Materai 3 lembar @ Rp. 6.000,- ) ;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 5.

f. Calon penerima pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten membuka

rekening di Bank Jatim Lumajang;

g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lumajng membuat

Surat Permohonan Kepada Dinas Pengelola Keuangan Daerah untuk

melakukan transfer Dana Bergulir APBD Kabupaten ke rekening Koperasi,

Pra Koperasi, UMKM, Dan Kelompok Usaha.
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h. Dana Bergulir APBD Kabupaten diterima langsung melalui rekening Bank

Jatim Lumajang oleh Koperasi, Pra Koperasi, UMKM, dan kelompok

usaha.

2. Prosedur Pengembalian Dana Berguli APBD Kabupaten

a. Penerima Pinjaman Dana Bergulir APBD Kabupaten melakukan

pembayaran setiap bulan melalui Bank Jatim cabang Lumajang sebesar

jumlah yang telah ditetapkan   ;

b. Penerima Pinjaman setelah melakukan pembayaran Dana Bergulir APBD

Kabupaten memperoleh 2 (copy) struk pembayaran Dana Bergulir APBD

Kabupaten dari Bank Jatim cabang Lumajang.

c. Penerima Pinjaman memberikan 1 (satu) struk pembayaran Dana Bergulir

APBD Kabupaten kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten

Lumajang yang dilakukan setiap pembayaran .

3. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lumajang berperan sebagai executing

agency yaitu lembaga yang mempunyai tanggungjawab menyeleksi dan

menetapkan penerima dana bergulir, menyalurkan dan menagih kembali dana

bergulir serta menanggung resiko terhadap ketidaktertagihan dana bergulir.
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